
BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1.
Sejarah Singkat Perusahaan



Direktorat Metrologi adalah institusi yang menangani kegiatan Metrologi Legal di bawah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan. Kegiatan Metrologi Legal di Indonesia secara resmi dimulai sejak 1923 yaitu sejak mulai diberlakukannya lagi Ordonansi Tera 1923, yang kemudian setelah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah Undang-Undang RI no.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.



Direktorat Metrologi merupakan suatu organisasi pemerintah yang ditunjuk untuk melindungi kepentingan umum baik produsen maupun konsumen dalam menjamin kebenaran pengukuran dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar timbang serta perlengkapannya 

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi Direktorat Metrologi dan unit-unit metrologi di daerah adalah: mengelola standar satuan ukuran; melaksanakan tera dan tera-ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);   melakukan pengawasan UTTP dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) serta penyuluhan kemetrologian.

Indonesia menjadi anggota Organization Internationale de Metrologie Legale (OIML) sejak September 1960 dan menjadi anggota Asia Pacific Legal Metrology Forum (APLMF) sejak pembentukannya pada tahun 1994.
Dalam penyelenggaraan  dibidang kemetrologian maka Visi Direktorat Metrologi adalah sebagai berikut: “Terwujudnya sistem metrologi yang efektif dan efisien guna meningkatkan daya saing barang dan jasa serta perlindungan produsen dan konsumen di era pasar global.”

Visi tersebut dijabarkan kepada misi yang lebih aplikabel sifatnya yaitu sebagai pedoman untuk implementasi secara pragmatis dari kebijakan yang akan diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan program. Misi Direktorat Metrologi adalah:

1.
Mengembangkan sarana, kelembagaan dan pelayanan serta meningkatkan kerjasama kemetrologian.

2.
Mengembangkan dan membina sarana dan prasarana standar ukuran dan laboratorium kemetrologian.
3.
Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana teknik kemetrologian.

4.
Meningkatkan dan mengembangkan jumlah dan mutu SDM kemetrologianberbasis kompetensi.

5.
Meningkatkan dan mengembangkan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.
2.2.
Struktur Organisasi

Setiap perusahaan yang ingin berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkannya, maka perusahaan tersebut harus memiliki suatu organisasi yang baik.  Secara umum organisasi didefinisikan sebagai “suatu bentuk dari setiap penggabungan manusia untuk mencapai tujuan bersama”.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi dalam pengertian struktur organisasi Formal merupakan suatu hasil dari tindakan mengorganisasikan. Adapun struktur organisasi Direktorat Metrologi Bandung  menggunakan struktur organisasi garis, artinya segala perintah langsung dari pimpinan kepada bawahannya, begitu pula dengan tanggung jawab langsung kepada atasannya.

2.3.
Deskripsi Jabatan
Diskripsi jabatan pada Direktorat Metrologi Bandung terdiri dari :
1. Kepala Subdirektorat Sarana dan Kerjasama Kemetrologian
a. Tugas:


Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi di bidang sarana dan kerjasama kemetrologian.


b. Uraian Tugas :

- Seksi Piranti Kemetrologian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang piranti Kemetrologian.

- Seksi Kerjasama Kemetrologian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanbaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kerjasama Kemetrologian Nasional dan Internasional.

2. Kepala Subdirektorat Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian 
a.
Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi di bidang standar ukuran dan laboratorium Kemetrologian.

b. Uraian Tugas: 

-
Seksi Standar Massa, Listrik, Tekanan dan Suhu:

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang standar massa, listrik, tekanan dan suhu.

· Seksi Standar Alat Ukur Arus, Panjang dan Volume:

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksnaan di bidang standar alat ukur arus, panjang dan volume.

3. Kepala Subdirektorat Teknik Kemetrologian:

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi di bidang teknik kemetrologian.

  
b.Uraian Tugas:

-  Seksi Massa, Alat Ukur Listrik, Tekanan dan Suhu:

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang massa, alat ukur listrik, tekanan dan suhu.


- Seksi Alat Ukur Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang alat ukur arus, panjang dan volume.
4. Kepala Subdirektorat Sumber Daya Manusia Kemetrologian

a. Tugas:
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi di bidang sumber daya manusia kemetrologian.

b. Uraian Tugas:

-
Seksi Fasilitasi Tenaga Fungsional dan Pegawai Berhak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang fasilitasi tenaga fungsional kemetrologian dan pegawai berhak.

- Seksi Fasilitasi Tenaga Non Fungsional Kemetrologian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang fasilitasi tenaga non fungsional kemetrologian.

5. Kepala Subdirektorat Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian

a. Tugas:
Melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta evaluasi di bidang pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.

b. Uraian Tugas:

-
Seksi Pengawasan dan Penyuluhan UTTP:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta evaluasi pelaksanaan di bidang pengawasan dan
penyuluhan
UTTP.

-
Seksi Pengawasan dan Penyuluhan BDKT:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengawasan dan penyuluhan BDKT.
6. Kepala Subbagian Tata Usaha 

a. Tugas:
Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat serta kearsipan Direktorat dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat .

b. Uraian Tugas: 

-
Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

-
Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan bahan masukan dari unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat metrology dalam rangka penyusunan rencana dan program kemetrologian.

-
Menyusun rencana dan program rutin dan pembangunan Direktorst Metrologi.
-
Menyusun rencana kebutuhan dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan kearsipan bagi Direktorat Metrologi.

-
Mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan ( termasuk penerimaan uang sidang tera, uang tera dan uang tera ulang), perlengkapan rumah tangga serta melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan Direktorat Metrologi.

-
Melaksanakan pembinaan yang termasuk dalam lingkup tugas bagian tata usaha kepada unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat Metrologi
-
Menyusun laporan berkala maupun sewaktu-waktu pelaksanaan tugas Direktorat Metrologi.
-
Melakukan pengelolaan dan memerlukan pelaksanaan tugas bagian tata  usaha.

-
Menyampaikan bahan/ masukan pemikiran kepada Direktorat Metrologi sebagai upaya penyelesaian masalah maupun sebagai upaya peningkatan daya guna dalam memberikan pelayanan teknis dari administrasi kepada semua nsur di lingkungan Direktorat Metrologi.

7. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian 


a.
Tugas:


Melakukan urusan kepegawaian, serta mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program kemetrologian.


b.
Uraian Tugas
:



-
Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Metrologi yang antara lain meliputi kenaikan pangkat, mutasi, DP3, Daftar urutan kepangkatan, izin cuti dan pencalonan untuk mengikuti pendidikan/ kursus 


-
Melakukan pengelolaan peneriman keuangan yang berkaitan dengan kegiatan kemetrologian yang antara lain meliputi uang sidang tera, uang tera dan uang tera ulang.


-
Menyusun usul revisi dan pencairan anggaran rutin dan anggaran pembangunan Direktorat Metrologi
2.4.
Aspek Kegiatan Perusahaan



Sesuai dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 01/M-Dag/Per/3/2005 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Perdagangan, maka Direktorat Metrologi memiliki tugas pokok dalam melaksanakan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi dibidang kemetrologian.

Semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk rencana, anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran. berikut merupakan beberapa kegiatan Direktorat Metrologi:
A. Pengelolaan Cap Tanda Tera (CTT).
B. Sistem Pengelolaan Anggaran.


Dalam membahas sistem pengelolaan anggaran, baik yang sedang dilaksanakan, telah dilaksanakan maupun yang masih dalam pengembangan perlu ditinjau terlebih dahulu bagaimana kaitan antara pengelolaan anggaran dengan proses pelaksanaannya. Pembahasan ini mempunyai arti penting karena dari sini dapat diketahui perbedaan-perbedaan yang terjadi diantara sistem-sistem anggaran.

Anggaran yang telah disusun pada hakekatnya memberikan gambaran kepada kita sejumlah input yaitu sumber-sumber yang dapat digunakan oleh para pelaksana anggaran itu. Input ini kemudian dikelola dalam berbagai kegiatan yang akhirnya menghasilkan output tertentu. Selanjutnya output tersebut akan mendukung maksud dan tujuan tertentu, jadi denga kata lain system (proses) penyusunan anggaran terdiri dari: ”sumber-sumber; input, output, maksud dan tujuan.”

Sumber-sumber terdiri dari:

1. Penerimaan dalam negeri

2. penerimaan luar negeri

Input terdiri dari:
1. Pengeluaran untuk tenaga kerja

2. Pengeluaran untuk barang-barang

Output merupakan hasil daripada kegiatan-kegiatan

Maksud dan tujuan terdiri dari hasil-hasil: “Proyek; Program; Sektor.”

Uraian diatas menunjukan bahwa proses penyusunan anggaran berorientasi kepada satu arah dan tujuan tertentu.
Sistem anggaran kita sekarang ini biasa disebut program Budget, yaitu suatu manivestasi yang menyelaraskan secara sistematis proses perencanaan (Planning), penyusunan program (Programming) dan penyusunan Anggaran (Budgeting). proses penyusunan anggaran pada hakekatnya merupakan suatu proses negoisasi (penyesuaian) antara Departemen dengan Departemen Keuangan/ Bappenas..

Pada mulanya setiap Departemen menyusun daftar usulan kegiatan (DUK) dan proyek statemen, dan disampaikan kepada Departemen Keuangan/ Bappenas, sebagai bahan untuk menyusun anggaran secara nasional untuk kemudian di tentukan plafond dana untuk tiap departemen.
Pemerintah Indonesia sejak repelita II telah mengarahkan untuk diberlakukan sistem PPBS (Planning, Programing and Budgeting System). Dalam pelaksanaan tersebut telah kita kenal denagn sistem Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK). Bagi penyusunan anggaran rutin sejak tahun 1973 dan Daftar Usulan Proyek (DUP) dan Daftar Isian Proyek bagi penyusunan anggaran pembangunan dimulai sejak tahun 1969.
Setiap Departemen menpunyai struktur program sendiri-sendiri yang harus mencerminkan tugas-tugas pokoknya serta kaitannya pada struktur organisasi. Struktur Anggaran Departemen Perdagangan untuk anggaran rutin sesuai dengan peraturan adalah sebagai berikut:




Sektor

: Perdagangan dan Koperasi.




Sub Sektor
: Perdagangan.




Program
: Pembinaan Perdagangan.




Kegiatan
:-Penelitian dan analisa di bidang ekspor, imporstatistic perdagangan dan pengelolaan harga




 -Pembinaan dan pengawasan lembaga-lembaga perdagangan.





 -Pembinaan dan pengawasan metrology standarisasi dan normalisasi.
Untuk melaksanakan program-program tersebut, baik program-program yang berhubungan denagn tugas pokok Departemen maupun program lainnya membutuhkan biaya, sehingga perlu menjabarkan program-program tersebut dalam kegiatan-kegiatan dan mentransformasikan kegiatan-kegiatan itu kedalam biaya-biaya.
Secara horizontal struktur  anggaran rutin terdiri dari 5 jenis pengeluaran yaitu:

· Belanja pegawai; sebagai pengelompokan dana untuk membiayai sarana fisik dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

· Belanja barang; sebagai pengelompokan dana untuk membiayai sarana fisik dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

· Belanja pemeliharaan; sebagai pengelompokan dan untuk usaha pemeliharaan sarana fisik dan perlengkapan agardapat berada dalam kondisi siap pakai.
· Belanja perjalanan: sebagai pengelompokkan dan untuk membiayai perjalanan dinas, yang oleh karena tugasnya diharuskan melakukan perjalanan diluar tempat kedudukannya.

· Subsidi/ bantuan; sebagai pengelompokan dana untuk membiayai/ membantu sesuatu kegiatan/ usaha target group, diluar kedinasan.
Pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara berlandaskan hukum UUD 1945 Bab VIII pasal 23 ayat-ayat sebagai berikut:

Ayat
1
:
Anggaran pendapatan dan belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

Ayat
4
:
Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan undang-undang

Ayat
5
:
Untuk memeriksa tentang keuangan Negara diadakan suatu pemeriksa keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR.

C. Fungsi Anggaran.
Dengan ditetapkan anggaran dalam Undang-undang berarti Badan Legislatif (DPR) kuasa kepada Badan Eksekutif untuk melaksanakan sebanyak mungkin proyek-proyek, maka aktivitas-aktivitas yang telah ditetapkan dalam anggaran, serta menutup pembiayaan dari hasil-hasil/ sumber-sumber pendapatan yang diperkirakan dapat diterima selama berlakunya anggaran tersebut.

Menurut “Pedoman Penggunaan Penyelenggaraan dan Penyampaian Bahan Pembukuan Laporan Keuangan/ Kekayaan Negara “ pada Departemen Perdagangan dan Koperasi, fungsi anggaran sebagai berikut:

· Anggaran berfungsi sebagai hukum: merupakan suatu alat untuk membatasi ruang gerak pemerintah, dalam arti: pengeluaran,apabila dilaksanakan tidak boleh melampaui batas anggaran.
· Anggaran berfungsi sebagai material: merupakan planning, yaitu suatu rencana keuangan, dimana disatu pihak memuat jumlah-jumlah pengeluaran setinggi-tingginya, untuk membiayai tugas negara disegalabidang selama masa tahun mendatang, sedangkan diperkirakan akan dapat diterima selama tahun yang sama, guna menutup pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

· Anggaran berfungsi sebagai keuangan: mengharuskan Negara sebagai badan yang perlu dihormati kedudukannya, untuk membayar hutang-hutang yang dibuat denagn cara-carayang sah sekalipun pembayaran itu mengakibatkan dilampauinya batas-batas kredit anggaran. Agar denagn perubahan ini anggaran dapat dipulihkan kembali fungsinya sebagai hukum, maka diambil tindakan-tindakan kearah itu.

· Anggaran berfungsi sebagai kebijaksanaan pemerintah, menggambarkan kebijaksanaan yang akan dijalankan untuk masa satu tahun mendatang yang pada pokoknya terarah untuk mencapai tujuan-tujuan pokok.
· Anggaran berfungsi sebagai pengawasan, seperti kita ketahui bahwa pengawasan bertujuan mencapai ketertiban yaitu segala sesuatu berjalan menurut rencana, apakah segala tugas yang dijalankan secara efisien.
D.
Prinsip-prinsip Efisiensi dan hubungan Anggaran dalam Metrologi.
Secara garis besar efisiensi anggaran kiranya dapat diidentikan (disamakan) dengan tujuan daripada ditetapkan anggaran tersebut. Dari masa ke masa pemerintah terus menerus dihadapkan pada tuntutan masyarakat akan perbaikan tingkat hidup sehingga harus disediakan berbagai macam usaha-usaha pembangunan dan pelayanan diberbagai sektor kehidupan masyarakat.

Maksud dan tujuan anggaran pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan administrasi keuangan yang tertib, teratur, disiplin dan memudahkan pengawasan serta pengendalian sebagaimana dikehendaki oleh administrasi Negara yang baik. disamping itu juga ditujukan bagaimana untuk dapat mengubah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik sebagaimana dikehendaki oleh administrasi pembangunan. Dengan demikian penyusunan anggaran adalah termasuk bagian dari administrasi Negara dan administrasi pembangunan.
Anggaran belanja merupakan salah satu alat penting dalam rangka pembiayaan pembangunan. di lain pihak sebagai alat kebijaksanaan ekonomi pemerintah, karena pada umumnya anggaran (budget) harus mendapatkan persetujuan dari DPR dan itu menjadi suatu kebijaksanaan Negara. Dengan demikian anggaran mempunyai kekuatan hukum yang cukup tinggi serta menjadi alat pelaksanaan kegiatan dan pengawasan yang sehat dalam suatu Negara.anggaran belanja mempunyai 2 segi yaitu segi penerimaan dan segi pengeluaran.

Salah satu program pemerintah dalam bidang administrasi Negara tercermin dalam Kepres No. 15 th 1984 tentang struktur organisasi departemen.dengan ditetapkannya keputusan presiden tersebut maka jelas kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing departemen, sehingga diharapkan dapat melaksanakan pokok baik dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah maupun tugas pembagunan.
Namun sesungguhnya merupakan sesuatu yang amat sukar untuk mengukur efisiensi dalam pekerjaan pemerintah, mengingat bahwa tugas pemerintah lebih menekankan pada kepentingan umum maka sebetulnya lebih tepat bila disebut efektif dengan anggapan bahwa suatu pekerjaan dikatakan efektif, bila tujuan atau sasarannya dapat tercapai sesuai dengan rencana. Disamping itu adanya loyalitas, jiwa pengabdian, kejujuran, kecakapan dan keterampilan sebagai pegawai pemerintah, merupakan faktor utama tercapainya efisiensi kerja dalam pekerjaan pemerintah.

























































